
 
 
 
 

 
 
 

GUBERNUR JAWA TENGAH 
 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 

NOMOR   61 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK 

DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (3) 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah 
ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 
Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak 
Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan 
keadaan, khususnya atas status kendaraan bermotor dari 
hasil kegiatan pendataan dan penelitian setempat terhadap 
piutang pajak kendaraan bermotor ditemukan objek 
kendaraan bermotor yang tidak diketahui kedudukan atau 
alamat terakhirnya karena beralih kepemilikan dan/atau 
sebab lain, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan 
perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 
Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Tata Cara 
Penghapusan Piutang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem-
bentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- 
Peraturan  Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang              
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor  125,  Tambahan  Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 7); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 



Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 8); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6               
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah  
Nomor 12); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2               
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah  Nomor 32); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 
tentang Tata Cara Pengahapusan Piutang Pajak Dan 
Penetapan Besarnya Penghapusan; 

18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 
tentang  Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2011 Nomor 21); 

19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2012 
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah 
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2012 Nomor 50); 

20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 
tentang Kebijakan Dan Sistem Akuntansi Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 45); 

    
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 50 TAHUN 
2012 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK 
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 

 
 

Pasal I 
 
Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 
2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Provinsi Jawa 
Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 50), diubah 
sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 



Pasal 3 

(1) Piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) meskipun belum kedaluwarsa dapat diajukan 
penghapusan apabila: 

a. objek pajak mengalami rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan 
kembali; 

b. objek pajak hilang dan telah dilaporkan kepada instansi berwenang; 

c. subjek pajak menutup usaha dan/atau subjek pajak meninggal dunia dan 
tidak diketahui ahli waris/penanggung pajaknya; 

d. objek pajak telah dicabut registrasinya oleh instansi yang berwenang; 

e. objek pajak tidak diketahui kedudukan atau alamat terakhirnya karena 
beralih kepemilikan dan/atau sebab lain. 

 

(2) Piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih setelah dilakukan upaya 
penagihan secara optimal dengan penagihan aktif, tetapi belum kedaluwarsa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf e harus dibuatkan 
berita acara pemeriksaan oleh petugas pemungut dan diketahui aparat 
Desa/Kelurahan setempat. 

 
 

Pasal II 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi              
Jawa Tengah. 

 
Ditetapkan di  Semarang 
pada tanggal   14 Oktober 2014 

 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 
 

ttd 
 

GANJAR PRANOWO 
 

 
Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 14 Oktober 2014 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
JAWA TENGAH, 

 
ttd 

 
SRI PURYONO KARTO SOEDARMO 

 
 
 

 
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  TAHUN 2014 NOMOR  61 


